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PEDOMAN TRANSLITERASI 
A. Konsonan  
Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 
dilihat pada table berikut: 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 (Ṡa Ṡ es (dengan titik di atas خ
 Jim J Je ج
 (Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah ح
 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D De د
 (Żal Ż zet (dengan titik di atas ذ
 Ra R Er ر




 Sin S Es س
 Syin Sy es dan ye ش
 (Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah ص
 (Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah ض
 (ṭa ṭ te (dengan titik di bawah ط
 (Ẓa Ẓ zet (dengan titik di bawah ظ
 ain „ Apostrof terbalik„ ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 Kf K Ka ك
 Lm L El ل
 Mim M Em و
ٌ Nun N En 
 Wau W We و
 Ha H Ha هـ
 Hamzah ' Apostrof ء




Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apapun jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda 
(‟). 
B. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fathah a a ا َ
 kasrah i i ا َ
 dammah u u ا َ
Vocal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Tanda  Nama Huruf Latin Nama 
 َْ  Fathah dan ya ai a dan i ى 
 َْ  Fathah dan wau au a dan u و 
Contoh: 




  haula : هَْىلَ 
C. Maddah  
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliterasinyaberupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harkat dan Huruf Nama  Huruf dan Tanda Nama  
اَ | ... يَ ...   
Fathah dan alif 
atau ya’ 
ā a dan garis di atas 
ي ِ  Kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas 




 ma>ta : َيْيثَ 
 //<rama : َرَيً
 qi>la : قِْيمَ 
ْىتُ  ًُ  yamu>tu : يَ
D. Ta’marbutah 
Transliterasi untuk tā’marbutah ada dua, yaitu: tā’marbutah yang hidup 
atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t]. 





Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
tā’marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
 raudah al-atfāl : َرْوَصةُ ا ألْطفَالِ 
ِدْيَُةُاَْنفَاِضهَةُ  ًَ  al-Madīnah al-Fad}ilah : اَْن
 ًَ ةاَْنِحْك   : al-h}ikmah 
ABSTRAK 
Nama  : Nurindah Pertiwi 
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah 
Nim  : 11000117041 
Judul  : Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Upah Buruh        
Cetak Batu Bata di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo 
Kabupaten Gowa 
Pokok masalah dalam penelitian ini adalah tinjauan fikih muamalah 
terhadap penerapan upah buruh cetak batu bata di Desa Romanglasa Kecamatan 
Bontonompo Kabupaten Gowa. Pokok masalah tersebut kemudian dijabarkan 
kedalam beberapa sub masalah, yaitu: 1) Bagaimana sistem upah buruh cetak batu 
bata di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa? 2) 
Bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap sistem pengupahan buruh cetak 
batu bata di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo kabupaten Gowa?  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif atau penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan 
yuridis sosiologis dan pendekatan normatif, kemudian sumber data yang 
digunakan ada dua yaitu sumber data primer yang berasal dari hasil wawancara 
kepada responden, dan sumber data sekunder yang berasal dari buku, skripsi, 
jurnal dan berbagai sumber lain yang berkaitan dengan skripsi ini. Metode 
pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Sistem pengupahan buruh 
cetak batu bata di Desa Romanglasa dihitung berdasarkan jumlah batu bata yang 
dapat dicetak oleh buruh. Dengan perjanjian upah akan diberikan saat pekerjaan 
telah selesai dan juga pada saat batu bata telah terjual. Upah akan diberikan 
setelah pekerjaan telah selesai dalam satu hari kerja dan bisa juga diambil setelah 
batu bata sudah terjual. 2) Berdasarkan analisis dalam fikih muamalah maka 




kecamatan Bontonompo telah sah dan diperbolehkan menurut hukum Islam 
karena telah memenuhi semua rukun dan syarat dalam akad ijarah. Dengan 
adanya prinsip kebersamaan dan kerelaan dari kedua belah pihak membuat sistem 
pengupahan buruh cetak batu bata di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo 
Kabupaten Gowa telah diperbolehkan oleh hukum Islam.  
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka terdapat beberapa implikasi 
yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pelaku usaha percetakan batu bata 
dalam menjalankan usahanya, yakni: 1) Semua pihak yang terlibat dalam usaha 
percetakan batu bata sebaiknya mengikuti semua akad yang telah disepakati 
bersama sebelum pekerjaan dimulai agar tidak merugikan salah satu pihak. 2) 
pemilik usaha sebaiknya telah menyediakan upah yang akan diberikan kepada 
pekerja, sehingga saat tiba waktunya untuk membayar maka dapat langsung 
diberikan tanpa ada penundaan. 






A. Latar Belakang Masalah 
Islam merupakan agama yang universal, dengan menganjurkan umat-Nya 
agar selalu berusaha dan tidak bermalas-malasan demi mengharap rizki dan ridho 
Allah swt. Dalam Islam juga diajarkan sikap saling tolong-menolong terhadap 
sesama. Dalam hal kebaikan dan menjauhi segala hal yang dapat menjerumus 
pada kemaksiatan. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, manusia tidak 
dapat lepas dari individu yang lain, baik itu untuk kepentingan pribadi maupun 
demi kemaslahatan umat. Sebagai umat manusia harus pandai dalam mencari rizki 
demi memenuhi kebutuhan hidup di dunia ini, tidak boleh hanya berpangku 
tangan dan mengharapkan adanya uluran tangan dari orang lain selagi masih 
diberi kesehatan dari Allah swt. Karena usaha yang dilakukan kelak akan 
mendapatkan balasan yang setimpal dari-Nya. 
Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah swt. Kepada Nabi 
Muhammad saw. Membawa misi yang penuh dengan kemaslahatan bagi manusia. 
Hal tersebut bisa dilihat dan dipahami dalam al-Qur‟an dan Hadis. Hal itu dapat 
dikategorikan kedalam tiga bidang keilmuan yang saling berhubungan. Ketiga hal 
itu yakni aqidah, ibadah dan muamalah, yang harus dilaksanakan oleh manusia 
dalam menempuh kehidupan di dunia ini.
1
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Kebutuhan manusia yang senantiasa bergaul dengan manusia lainnya, 
selain untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak akan bisa dipenuhi sendiri, 
seperti makanan, minuman  dan pakaian, juga dalam rangka mengembangkan 
potenssi-potensi dasar yang sudah dibawa sejak lahir.
2
 
Aktivitas manusia tidak terlepas dari berbagai dimensi ekonomi yang 
merupakan upaya pemenuhan hidup untuk tujuan tertentu. Adanya proses tukar 
barang dan jasa, jual beli, pinjam meminjam adalah bagian dari aktivitas ekonomi. 
Di samping itu, hal yang tidak dapat terpisahkan adalah keberadaan manusia 
khususnya sebagai seorang muslim yang mestinya berupaya untuk senantiasa 
menjalankan syari‟at agar bernilai ibadah di sisi Allah swt.
3
 
Saat menjalin sebuah hubungan dengan orang lain, manusia mempunyai 
kepentingan terhadap orang lain oleh karena itu timbullah suatu hubungan hak 
dan kewajiban. Setiap manusia harus bisa menjaga hak dan kewajiban masing-
masing agar tidak terjadi kesalah pahaman suatu saat nanti. Oleh karena itu sangat 
penting untuk mematuhi kaidah-kaidah hukum yang telah ada demi menjaga 
hubungan baik diantara sesama. Karena kaidah hukum melindungi kepentingan 
manusia, maka harus dipatuhi oleh manusia lainnya. Sehingga timbul kesadaran 
untuk mematuhi peraturan hukum supaya kepentingannya sendiri terlindungi.
4
  
Hubungan antara sesama manusia selalu mengalami perubahan seiring 
dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Oleh karena itu Allah swt 
                                                             
2
 Hadi Daeng Mapuna, “Hukum dan peradilan Dalam Masyarakat Muslim Periode 
Awal”, Jurnal Al-Qadau Vol. 2 No. 1 (2015): h. 95. 
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menurunkan aturan yang tidak hanya menjangkau suatu zaman saja melainkan 
dapat juga diikuti seiring perkembangan setiap masa. Oleh karena itu prinsip-
prinsip yang diatur dalam muamalah sifatnya sangat umum dan diatur secara garis 
besar. Salah satu sifat yang dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat 
adalah sifat saling tolong-menolong, sebagaimana yang dijelaskan dalam QS al-
Maidah/5: 2.  
 ِ   ٌِ اوَ دْ عُ انْ وَ  ىِ ذْ ً اْلِ هَ اعَ ىْ َُ اوَ عَ جَ َل وَ  ِ   يىَ قْ ا نحَّ وَ رِّ بِ ً انْ هَ اعَ ىْ َُ اوَ عَ جَ وَ 
ابِ قَ انعِ دُ يْ دِ شَ  هللاَ  ٌَّ اِ  ِ   ىاهللاَ قُ اجَّ وَ   
Terjemahnya: 
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 
Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.”
5 
Selain jual beli dan syirkah terdapat akad lain yang diatur ketentuannya 
dalam syariat Islam yakni ijarah. Ijarah secara sederhana dapat diartikan sebagai 
transaksi manfaat atau jasa dari suatu imabalan tertentu. Jika menjadi objek 
dengan mengambil manfaat atau jasa dari suatu benda di sebut dengan ijarah al-
ain’ atau sewa-menyewa, sedangkan jika yang menjadi objek transaksi adalah jasa 
dari tenaga seseorang disebut dengan ijarah al-zimma atau upah mengupah.
6
 
Al-Ijarah dalam bentuk sewa-menyewa maupun yang dalam bentuk upah 
mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum 
asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh apabila dilaksanakan 
                                                             
5 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Cet. I; Bandung: Syamil Qur‟an, 
2012), h. 102. 
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dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara‟dan berlandaskan al-Qur‟an 
dan hadits
7
. Adapun ketentuan tentang al-Ijarah terdapat dalam QS al-
Thalaq/65:6. 
ْجدِ ٌَّ هُاَْسِكُُىْ  ٍْ وُّ ٍْ َحْيُد َسَكُْحُْى يِّ وْ ُكْى وَ  ِي ٍَّ هَُلجَُضآ رُّ ٍَّ  ٌَّ نِحَُضيِّقُْىا َعهَْيِه ٌْ ُك َواِ 
َْفِقُ  ٍم فَاَ  ًْ ٍَّ َححّ  اُوَلِت َح ٍَّ ۚىا َعهَيِْه هَهُ ًْ ٍَ َح ٍَ نَُكْى فَ  ً يََضْع ٌْ اَْرَضْع ٍَّ اُ  ا  فَاِ  جُْىهُ
ۚ ٍَّ ْعُرْوٍف ۚ ُجْىَرهُ ًَ ُرْوا بَيَُُْكْى بِ ًِ   َوْأجَ
ٌْ جََعا َسْر جُْى فََسحُْر ِضُع نَهُ  ي ر  خْ اُ  َواِ   
Terjemahnya: 
“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut 
kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan 
(hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, 
maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan 
kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka 
berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarakanlah di antara kamu 
(segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan 




 Keteraturan muamalah yang berlandaskan syariat Islam, maka kehidupan 
menjadi tentram dan damai sehingga akan jauh dari perbuatan yang tercela seperti 
melakukan penipuan, kekerasan dan tindak kejahatan lainnya. Dalam muamalah 
prinsip tolong-menolong dapat mencakup berbagai hal salah satunya ialah 
kerjasama antar manusia, dalam hal ini salah seorang bertindak sebagai pemberi 
kerja dan yang lainnya sebagai pekerja/buruh. Selain itu, para buruh harus 
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memperhatikan keselamatan saat bekerja agar dapat terhindar dari bahaya, tidak 
mendapat kecelakaan sehingga pekerjaan dapat selesai dengan lancar.
9
 
Para buruh yang bekerja ini pasti mengharapkan suatu imbalan dari hasil 
usaha yang telah dilakukannya, maka pemilik usaha memberikan imbalan berupa 
upah yang sesuai dengan apa yang telah dikerjakan oleh buruh tersebut. Upah 
merupakan salah satu sumber penghasilan bagi pekerja untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya secara layak, seperti percetakan batu bata.
10
 Dalam kerja 
sama antara pemilik usaha percetakan batu bata dan buruh cetaknya, sistem 
pengupahannya berdasarkan hasil atau jumlah batu yang dicetak oleh buruh 
tersebut. Sehingga jumlah yang akan diterima oleh para buruh tidak menentu, 
kadang bisa besar dan kadang juga bisa kecil. Seperti yang terjadi di Desa 
Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.  
Para buruh harus mencetak batu menggunakan cetakan yang sudah 
disesuaikan ukurannya menurut permintaan pasar. Upah yang akan diperoleh para 
buruh sesuai dengan hasil cetak yang didapatkan. Biasanya para buruh akan 
langsung dibayar setelah pekerjaannya selesai namun ada juga yang harus 
menunggu sampai pemilik usaha menjual semua batu yang mereka miliki. Hal itu 
menyebabkan para buruh tersebut harus mengutang di warung atau mencari 
pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup.  
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Dengan menunda pembayaran upah ini pemilik usaha telah melakukan 
ketidakadilan kepada para buruh tersebut. Yang mengakibatkan buruh harus 
berhutang demi menyambung hidup. Perilaku tersebut tentunya tidak dibenarkan 
dalam Islam karena tidak mengandung unsur keadilan. 
Selain itu, kesepakatan kerja yang dibuat oleh kedua belah pihak hanya 
berdasarkan perkataan saja tanpa ada perjanjian hitam diatas putih. Hal ini 
menjadi suatu permasalahan bagi para buruh maupun bagi pihak pemberi kerja 
jika suatu saat terjadi perselisihan atau kesalahpahaman diantara keduanya. 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penyusun tertarik untuk 
meneliti lebih lanjut mengenai sistem upah buruh cetak batu bata dan 
menganalisanya dalam tinjauan fikih muamalah dan menjelaskannya dalam 
bentuk skripsi dengan judul: “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan 
Upah Buruh Cetak Batu Bata di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo 
Kabupaten Gowa.” 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
fokus penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut: 
1. Tinjauan fikih muamalah. 
2. Penerapan upah buruh. 
3. Cetak batu bata. 





Berikut ini adalah deskripsi fokus dalam penelitian ini yakni: 
1. Tinjauan Fikih Muamalah 
 Tinjauan fikih muamalah adalah sebuah pemeriksaan yang teliti, 
penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penyajian 
data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu 
masalah yang berkaitan dengan fikih muamalah. Fikih muamalah adalah 
hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan yang 
menyangkut keduniaan, seperti dalam hal jual beli, utang piutang, kerjasama 
dagang, perserikatan, kerjasama penggarapan tanah dan sewa-menyewa, yang 
sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.
11
 
2. Penerapan Upah Buruh 
 Penerapan upah buruh adalah pemberian gaji/upah kepada buruh, dimana 
pemberian gaji tersebut telah ditetapkan sebelumnya oleh pemilik usaha guna 
tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan seseorang atau kelompok. Upah 
yang diberikan kepada seorang tenaga kerja merupakan sebuah penghargaan 
atas pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan.
12
 
3. Cetak Batu Bata 
 Catak batu bata yaitu kegiatan yang dilakukan dengan mengolah gundukan 
tanah menjadi batu memakai sebuah cetakan yang telah diberi pasir sehingga 
tanah tersebut tidak lengket dan mudah dikeluarkan dari cetakan tersebut. 
                                                             
11
 Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 
2010), H. 4. 
12
 Oki Wahyu Budijanto, “Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh Dalam Perspektif Hukum 




Dalam membuat atau mencetak batu bata ini sinar matahari sangat berperan 
penting dalam proses pengeringan batu, karena jika batu tersebut tidak kering 
maka tahap selanjutnya tidak bisa dilakukan yakni tahap pembakaran.  
4. Desa Romanglasa 
 Desa Romanglasa berada pada wilayah Sulawesi Selatan lebih tepatnya di 
Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Penduduk asli di desa ini adalah 
masyarakat suku Bugis-Makassar, dan Bahasa yang digunakan adalah Bahasa 
Mangkasarak‟. Desa Romanglasa berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan 
Kecamatan Bajeng Barat dan juga berbatasan langsung dengan Bontobiraeng 
Selatan dan Bontobiraeng. Di Desa Romanglasa ini mayoritas penduduknya 
adalah petani dan pekerja pencetak batu bata.
13
 
C. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan 
bahwa pokok masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini yaitu bagaimana 
tinjauan fikih muamalah terhadap penerapan upah Buruh cetak batu bata di Desa 
Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Pembahasan selajutnya 
akan dirumuskan dalam beberapa sub masalah, adapun sub masalahnya adalah 
sebagai berikut: 
 
1. Bagaimana Sistem Upah Buruh Cetak Batu Bata di Desa Romanglasa 
Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa? 
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2. Bagaimana Konsep Pengupahan Menurut Fikih Muamalah Dalam Sistem 
Upah Buruh Cetak Batu Bata Di Desa Romanglasa? 
D. Kajian pustaka terdahulu 
  Penelitian yang dilakukan oleh Lahuda (2017) yang berjudul tinjauan fiqh 
muamalah mengenai sistem upah buruh panen padi, dalam penelitian tersebut 
membahas mengenai sistem pengupahan yang dilakukan oleh masyarakat di 
desa Sumentul yeng telah sesuai dengan rukun dan syariat Islam yang dapat 
dilihat dari akadnya. Orang yang melakukan akad di desa Sumentul yaitu sama-
sama dewasa dan berakal sehat. Upah yang akan diberikan berdasarkan adat 
kebiasaan yaitu atas dasar kerelaan dan kepercayaan, yakni pembayaran 
menggunakan padi dengan perbandingan 8:1. Namun dalam keadaan tertentu 
pada saat padi akan dipanen ambruk atau mengalami kerusakan maka 
masyarakat di desa Sumentul akan membayar upah buruh dengan uang 
berdasarkan kesepakatan. Sementara dalam penelitian ini akan mengkaji tentang 
“Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap penerapan upah berdasarkan hasil buruh 
cetak batu bata”, dengan analisis kasus di desa Romanglasa, sehingga dapat 
dipastikan kedua karya ini tidak sama. 
 Penelitian yang dilakukan oleh Umi Kholifatul Mahmudah (2018) dengan 
judul tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan upah jasa pengairan sawah 
dengan sistem piyak, berdasarkan penelitian tersebut pembayaran dengan sistem 
piyak/bagian berupa gabah atau padi telah berlangsung sangat lama yang 
disuaikan dengan kebiasan masyarakat. Pembayaran upah tersebut akan 




hasil panen bagus maka para buruh akan mendapatkan upah yang besar, namun 
apabila hasil panen tersebut buruk maka hasil yang akan diperoleh para buruh 
akan sedikit pula. Pelaksanaan upah pengarian dengan sistem piyak sudah 
sejalan dengan akad ijarah, namun terdapat beberapa hal yang tidak terpenuhi 
terkait dengan syarat ijarah yaitu upah yang dibayarkan belum diketahui 
ukurannya secara pasti. Meskipun demikian, pelaksanaan upah dalam hal ini 
lebih banyak kemaslahatan dari pada kemudharatan sehingga pelaksanaan akad 
ijarah dalam sistem piyak telah sah dan diperbolehkan berdasarkan hukum 
Islam. Berbeda dengan penelitian ini yang akan membahas mengenai “tinjauan 
fiqh muamalah terhadap penerapan upah berdasarkan hasil buruh cetak batu 
bata”, sehingga dapat dipastikan penelitian ini akan berbeda dengan yang 
dibahas dalam penelitian tersebut.  
 Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayah (2017), yang berjudul 
tinjauan fiqh muamalah terhadap pembayaran upah buruh bangunan yang tidak 
sesuai dengan standar umum. Dalam penelitian tersebut terdapat ketidakadilan 
dimana pemberian upah yang dilakukan dengan tidak memberikan upah sesuai 
dengan standar pada umumnya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 
hal tersebut diantaranya, pekerja bangunan merupakan keluarga atau kerabat 
pemilik bangunan, dan ketentuan upah yang berubah. Dalam fikih muamalah 
praktik pembayaran upah seperti ini tidak dapat diterima karena tidak memenuhi 
rukun dan syarat ijarah, dimana ketentuan tentang upah dalam Islam harus 




“tinjauan fikih muamalah terhadap penerapan upah berdasarkan hasil buruh 
cetak batu bata”, dan penelitian ini akan berbeda dengan yang tersebut diatas.  
E. Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu: 
1. Untuk mengetahui sistem upah buruh cetak batu bata di desa 
Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. 
2. Untuk mengetahui konsep pengupahan menurut fikih muamalah dalam 
pelaksanaan upah buruh cetak batu bata di Desa Romanglasa Kecamatan 






A.  Pengertian Fikih Muamalah 
Manusia sebagai subjek hukum tidak dapat dipisahkan dari hubungan 
dengan orang lain. Dalam hal ini, Islam muncul memberikan dasar dan prinsip 
yang mengatur baik dalam pergaulan hidup manusia yang harus dilalui dalam 
masyarakat. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek 
yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Salah satu ajaran 
dalam agama Islam yang penting adalah bidang muamalah, karena muamalah 
adalah bagian terbesar dalam kehidupan manusia.
1
 
Fikih di dalam Bahasa Arab berarti faham, pengetahuan. Fikih dalam 
tradisi ahli-ahli hukum Islam sama dengan istilah ilm al-syari’ah (ilmu syariah) 
yang berarti pengetahuan tentang syariah. Pengetahuan tentang hukum-hukum 
dari perbuatan mukallaf yang terperinci berdasarkan dalil-dalil dari al-Qur’an 




Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan kata al-
mufa’alah yang memiliki arti saling berbuat, bertindak, atau mengamalkan.
3
 
Secara terminologi, pengertian muamalah terbagi menjadi dua, yakni dalam arti 
luas dimana sebagian ulama mendefenisikan muamalah sebagai hukum syar’i 
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yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesama manusia di dunia ini 
baik yang berhubungan dengan harta, pernikahan, peradilan dan waris. 
Sedangkan dalam arti sempit, muamalah adalah aturan syariah yang 
berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia dalam bidang harta dan 
hubungan keluarga yang mencakup nikah, talak, nafkah dan lain sebagainya.
4
 
Fikih merupakan bagian inti dalam pemikiran hukum Islam, yang 
seharusnya terus menyesuaikan terhadap persoalan-persoalan baru yang muncul 
dalam kehidupan bermasyarakat. Fikih dituntut harus aktif dalam menjawab 
setiap problematika di dalam masyarakat.
5
 
Fikih muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan 
manusia dalam persoalan yang menyangkut keduniaan, seperti dalam hal jual 
beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama penggarapan 




Dalam bermuamalah seseorang harus menjunjung tinggi prinsip 
ukhuwah, yang berarti bahwa kita harus menjunjung tinggi nilai kebersamaan 
dalam memperoleh manfaat sehingga keuntungan tidak diperoleh diatas 
kerugian orang lain. Prinsip ini tentunya dijalankan atas dasar saling mengenal, 
saling memahami, saling menolong, serta saling menjamin.
7
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Dalam sebuah kerjasama juga harus ada yang namanya toleransi antar 
sesama. Bahkan dalam Islam toleransi sangat diharuskan, karena dengan adanya 
toleransi dapat melindungi hak-hak orang lain dan terciptanya keadilan, 




B. Pengertian Ijarah 
 Menurut istilah ijarah dalam Bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau 
imbalan. al-ijarah merupakan suatu bentuk kegiatan muamalah dalam 
memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti dalam hal sewa-menyewa, kontrak, 
atau menjual jasa lainnya.
9
 
 Sedangkan menurut syara’ ijarah merupakan suatu jenis akad yang 
mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Maka dari itu, para jumhur 
ulama mengatakan bahwa menyewakan pohon untuk dimanfaatkan buahnya, 
tidak sah karena pohon bukan sebagai manfaat. Demikian juga halnya 
menyewakan makanan untuk dimakan, domba untuk diambil susunya, dan 
barang yang dapat ditakar dan ditimbang karena jenis-jenis barang ini tidak 
dapat dimanfaatkan kecuali dengan menggunakan barang itu sendiri.
10
 
 Secara terminologi terdapat beberapa definisi ijarah yang telah 
dikemukakan oleh beberapa ulama fikih. Menurut ulama Syafi’iyah. Ijarah 
merupakan akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Ulama Hanafiyah 
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berpendapat bahwa ijarah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat 
yang ditahui dan disengaja dari suatu zat yang disewakan dengan imbalan. 
Sedangkan para ulama Malikiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa ijarah 




 Jadi, ijarah adalah mengambil manfaat dari suatu barang ataupun jasa 
dengan mempekerjakan seseorang dengan melakukan penggantian yakni 




 Dalam pengertian lain Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas 
barang atau jasa melalui pembayaran berupa upah sewa, tanpa diikuti dengan 




Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam akad ijarah yaitu: 
1. Menyewa orang untuk taat 
 Ijarah dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk 
sholat, puasa, mengaji, adzan yang dimana pahalahnya dihadiakan kepada 
orang yang menyewa. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali tidak dibolehkan. 
Dengan alasan perbuatan yang tergolong takarrub pahalanya hanya untuk si 
pelaku saja. Sedangkan menurut mazhab Syafi’I dan Maliki berpendapat 
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bahwa boleh mengambil imbalan untuk pengajaran al-Qur’an dan adzan, 
asalkan perbuatan tersebut diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula. 
2. Mempercepat dan menangguhkan upah 
 Upah tidak akad diberikan hanya sekedar akad, adapun mempercepat 
dan menangguhkan saat pembayaran upah itu tergantung dengan persyaratan 
yang telah disepakati kedua belah pihak. Upah secara utuh dapat diberikan jika 
pekerjaan telah terselesaikan, dan tidak boleh ditunda lagi. Kecuali jika 
pekerjaan belum selesai maka upah tersebut boleh ditangguhkan. 
3. Menyewakan tanah dan binatang 
 Objek ijarah yang disewakan harus jelas termasuk manfaat dari 
barang tersebut. Saat menyewakan suatu tanah maka manfaat dari tanah 
tersebut harus jelas, seperti meyewakan tanah untuk pertanian maka hal 
tersebut dibolehkan katena manfaatnya sudah jelas. Sama halnya saat 
meyewakan seekor binatang, harus dijelaskan terlebih dahulu apa kegunaannya 
seperti untuk mengangkut barang maka perlu diketahui lamanya waktu 
penyewaan serta upah yang akan diberikan. 
4. Kerusakan pada barang sewaan 
Sewaan merupakan amanat yang harus dijaga oleh si penyewa, karena ia 
memiliki hak untuk menguasai dan mengambil manfaat dari barang sewaan 
tersebut. Apabila terjadi kecelakaan ataupun kerusakan maka ia tidak 
17 
 
berkewajiban untuk menjaminnya, kecuali kerusakan tersebut disengaja atau 
karena adanya kelalaian dari si penyewa.
14
 
C. Dasar Hukum Ijarah 
 Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan diperbolehkannya akad 
Ijarah berasal dari ayar al-Qur’an, hadis Nabi, dan juga Ijma’ dari para ulama. 
Ulama fikih berpendapat, bahwa yang menjadi dasar dibolehkannya ijarah 
terdapat dalam QS. al-Zukhuf/43:32. 
َتََسبَِّكََُِۗاََ ًَ ََسْح ٌَ ْٕ ًُ َٛ َْوََْٚقِس َْٛشتَُْٓىَفَِٗاَْنَح ِع َُبَبََُُْْٛٓىَيَّ ًْ َقََس ٍُ َسفَْعَُبََْح َٔ ََْٛبَ ِٕةَانُذَ
َقَبَْعٍضََدََسجَ  ْٕ َتَِّخَزَبَْعُضُْٓىَبَْعًضبَُسْخِشًّٚبَۗبَْعَضُْٓىَفَ بٍََتَنِّٛ ًَّ ٌْٛشيِّ ُتََسبَِّكََخ ًَ َسْح َٔ
َ ٌَ ْٕ ُع ًَ  َْٚج
Terjemahnya: 
"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kamilah yang 
menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah 
meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, 
agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. dan rahmat 




  Ayat tersebut memiliki makna bahwa terdapat dua golongan yang saling 
bergantung yakni mereka yang kaya dan sebagian lainnya miskin. Dengan 
diberikannya kekayaan maka golongan tersebut dapat mempekerjakan golongan 
yang miskin dengan memberikan upah sebagai ganti dari tenaga yang 
dikeluarkannya.  
  Selain itu dalam QS. al-Qashash/28: 26, Allah swt. berfirman: 
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ٚ َ ذَ بَنَْتَإِحَْقََ بَ ًَ ََِٕاْستَْئِخْشََُِۖأََبَتَِىُٓ َاْستَْئَجْشَتَانْقَ ٍِ َْٛشََي ََخ ٌَّ َإِ ٍَُُّ٘ اْْلَِيٛ  
Terjemahnya: 
 “Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, wahai ayahku, 
jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang 
paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang 
yang kuat dan dapat dipercaya.”
16
 
Ayat diatas menjelaskan tentang kebolehan untuk mempekerjakan 
seseorang yang kuat dan juga dapat dipercaya dengan memberikan imbalan 
tertentu. Dan hal itu merupakan inti dari akad ijarah tersebut. Dalam ayat tersebut 
juga disebutkan bahwa ketika kita mempekerjakan seseorang, maka terdapat dua 
sifat yang perlu menjadi patokan yakni kuat dan dapat dipercaya. Hal tersebut 
dikarenakan ketika kita mempekerjakan seseorang kekuatan secara fisik maupun 
non fisik harus menjadi sebuah pertimbangan yang harus diperhatikan. Selain itu 
sifat dapat dipercaya juga harus dimiliki seseorang karena belum tentu orang yang 
memberikan pekerjaan akan selalu mendampingi dan mengawasi setiap 
pekerjanya, sehingga diperlukan seseorang yang amanah dalam menjalankan 
pekerjaannya. 
  Selain itu terdapat juga hadis yang menjelaskan tentang 
diperbolehkannya ijarah yakni: 
َسهََّى:َ َٔ َِّ ْٛ َهللاََُعهَ ُلَهللاََِصهَّٗ ْٕ بَقَبَل:َقَبَلََسُس ًَ ُُْٓ َهللاََُع َٙ َشَسِض ًَ َُع ٍِ َاْب ٍِ َع َٔ
ََعَشقَُُّ َْٛشأَْجَشَُِقَبَْمَأٌَََِٚجفَّ اأَْْلَِج ْٕ  أَْعطُ
 
Artinya:  
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“Dari Ibnu Umar r.a ia berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: berikanlah 





  Landasan ijma’nya ialah semua umat bersepakat bahwa tidak ada 
seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ini, meskipun ada beberapa 
diantara mereka yang berbeda pendapat, namun hal itu tidak dianggap. Dalam 
hal ini ulama berpendapat bahwa seorang muslim diperbolehkan untuk membuat 
dan melaksanakan akad ijarah, baik dalam perjanjian sewa ataupun upah.
18
 
  Berikut ini adalah sejumlah ketentuan hukum yang terkait dengan akad 
ijarah, yakni: 
a. Hukum dasar ijarah ialah mubah dan mengikat, oleh karena itu sebuah 
transaksi yang sudah diseakati oleh kedua pihak memiliki ikatan hukum 
yang tidak boleh dibatalkan secara sepihak kecuali ada hal-hal yang 
dapat membatalkan perjanjian seperti barang cacat, serta hilangnya 
manaat dari objek yang disewakan. 
b. Suatu akad ijarah tidak boleh dilaksanakan dengan menggunakan syarat-
syarat tertentu seperti “saya akan membeli mobil itu jika kamu dapat 
membeli tanah saya”. 
c. Barang yang telah disewa dapat disewakan kembali kepada orang lain 
selama pemilik mensyaratkan dalam transaksi penyewa dapat 
menyewakan kembali barang sewaan kepada orang lain.  
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d. Apabila suatu saat terjadi perselisihan mengenai besarnya harga sewa 
maka diminta sumpah dari pihak yang meyewakan dianalogikan seperti 
jual beli, maka yang berhak menentukan harga adalah penjual. 
e. Apabila salah satu pihak yang bertransaksi meninggal dunia maka 
menurut Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah ijarah tidak dapat 
dikatakan batal karena ini merupakan transaksi yang mengikat selama 
objek yang disewakan masih ada.
19
 
Dalam melakukan sebuah akad ijarah sebaiknya harus memperhatikan 
ketentuan hukum yang ada, sehingga tidak terjadi kesalahan saat sedang 
bertransaksi.  
D. Rukun dan Syarat ijarah 
 Menurut Hanafiyah rukun ijarah hanya ada satu yakni ijab dan qabul 
dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Sedangkan menurut Jumhur ulama 
rukun ijarah itu ada empat yakni, dua orang yang berakad, sighat (Ijab dan 
Qabul), sewa atau imbalan dan manfaat.
20
 
a. Mu’ajir dan musta’jir, adalah orang yang melakukan akad sewa 
menyewa atau upah mengupah (subjek). Kedua pihak yang melakukan 
kontrak harus cakap hukum, dimana dalam hal ini kedua pihak harus 
kompeten dan harus ada kerelaan dari semua pihak yang terlibat. 
b. Shigat (ijab dan qabul) antara kedua belah pihak, baik ijab qabul dalam 
sewa menyewa maupun dalam hal upah mengupah. Shigat akad ijarah 
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harus berupa pernyataan kemauan dan niat dari kedua belah pihak yang 
sedang berkontrak, baik secara formal maupun dalam bentuk lain yang 
sesuai.  
c. Ujrah (upah/uang sewa), dianjurkan agar diketahui jumlahnya oleh 
kedua belah pihak. 
d. Manfaat/barang yakni sesuatu yang dikerjakan. Manfaat harus bisa 
dinilai serta pemenuhan manfaat itu harus diperbolehkan oleh syara’.
21
 
 Adapan syarat yang harus dipenuhi agar transaksi dalam ijarah dianggap 
sah, yaitu: 
1. Bagi kedua orang yang berakad, menurut mazhab Syafi’I dan Hanbali 
disyariatkan sudah baligh dan berakal. 
2. Kedua belah pihak menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad 
ijarah. 
3. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus harus pasti sehingga tidak 
terjadi perselisihan di kemudian hari. 
4. Objek ijarah bisa diserahan dan dimanfaatkan secara langsung serta 
tidak ada cacat. 
5. Objek ijarah tersebut harus sesuatu yang dihalalkan oleh syara’. 
6. Yang disewakan itu bukan merupakan bukan suatu kewajiban bagi 
penyewa. 
7. Objek ijarah itu harus sesuatu yang biasa disewakan. 
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8. Upah atau sewa dalam akad ijarah harus jelas, tertentu, dan bernilai 
harta. 
9. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa upah atau sewa itu sejenis 
dengan manfaat yang disewa.
22
 
E. Macam-macam ijarah 
1. Dilihat dari sisi objeknya 
Dilihat dari sisi objeknya, akad ijarah dibagi kedalam dua bagian, yaitu: 
a. Ijarah manfaat (al-ijarah ala al-manfa’ah), ijarah ini berhubungan 
dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk 
memakai aset tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. 
Seperti sewa menyewa rumah, kendaraan, aksesoris dan sebagainya. 
Dalam hal ini mu’jir mempunyai benda-benda tertentu dan musta’jir 
memang butuh benda tersebut sehingga terjadilah kesepakatan antar 
keduanya, dimana mu’jir mendapat imbalan tertentu dari musta’jir, 
sedangkan musta’jit mendapatkan manfaat dari benda tersebut.  
b. Ijarah yang besifat pekerjaan (al-ijarah ala al-amal) adalah suatu hal 
yang berhubungan dengan sewa menyewa jasa, yaitu 
mempekerjakan jasa seseorang dengan memberikan upah sebagai 
imbalan dari jasa yang telah dilakukan. Dimana pihak yang 
mempekrjakan disebut musta’jir, pihak yang bekerja disebut ajir, 
sedangkan upah atau imbalan disebut ujrah. Sebagai contoh para 
pekerja yang terikat secara pribadi seperti pembantu dan yang 
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sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang 
banyak seperti buruh bangunan, tukang sapu, dan buruh pabrik.
23
 
2. Dilihat dari segi orang yang mengerjakan jasa yang disewakan (ajir) 
Berdasarkan hal tersebut ijarah ini dibagi menjadi dua bagian, yakni: 
a. Ajir Khas, adalah pekerja yang khusus bekerja untuk penyewanya 
saja dan tidak diwajibkan bekerja untuk kebutuhan orang lain dalam 
waktu yang dicantumkan. Seperti pembantu yang dipekerjakan untuk 
memasak dan membersihkan rumah, maka ia tidak boleh bekerja di 
rumah orang lain sebelum waktu yang ditentukan berakhir. 
b. Ajir Musytarak, yakni pekerja yang harus bekerja demi kebutuhan 
seluruh masyarakat secara umum, dengan kata lain ia tidak hanya 
bekerja untuk penyewanya saja tetapi juga boleh mengerjakan 
kebutuhan orang lain. Misal penjahit, dokter, dan arsitek.
24
 
F. Berakhirnya Akad Ijarah 
 Akad dalam hukum Islam dapat diartikan sebagai ikatan diantara para 
pihak dalam melakukan suatu hubungan dua arah. Hubungan ini dapat berupa 
keperluan materi yang berupa benda bergerak maupun tidak. Dan dapat pula 
berupa jasa yang dapat diukur dengan kebiasaan yang terjadi dalam msyarakat. 
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Oleh karena itu, dalam hukum Islam konsep akad tidak hanya berlaku diantara 
kedua belah pihak melainkan dapat juga berlaku secara sepihak.
25
 
 Dalam sebuah akad terdapat beberapa prinsip yang harus ditaati, karena 
dalam setiap melakukan transaksi aturan dan norma yang ada harus tetap 
diperhatikan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: 
1. Prinsip keadilan, konsep keadilan dalam sebuah transaksi yakni setiap 
transaksi harus sesuai dengan ajaran dalam syariat Islam. Salah satunya 
adalah tidak melakukan penipuan karena hal tersebut dilarang leh Allah 
swt. 
2. Prinsip al-Musawwah, persamaan merupakan konsep persaudaraan dalam 
ajaran Islam. Kita dilarang untuk berbuat deskriminasi terhadaap siapa 
pun yang terlebat dalam suatu akad. 
3. Prinsip kerelaan, dengan adanya prinsip kerelaan ini berarti Islam 
mengenal asas transparansi dimana para pihak memiliki hak yang samaa 
dalam menjalankan suatu akad.
26
  
 Terdapat beberapa hal yang dapat megakhiri sebuah akad dalam ijarah, 
yakni: 
1. Menurut Mazhab Hanafi apabila terdapat salah satu subjek/pihak yang 
meninggal. Hal ini dikarenakan hak manfaat tidak dapat diwariskan 
kerana warisan disyaratkan adanya kepemilikan dari suatu benda. 
Namun, menurut Jumhur ulama sifat ijarah adalah akad lazim yang lebih 
baik lagi apabila benda tersebut dapat diwariskan.  
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2. Akad ijarah dapat berakhir apabila terdapat penarikan kembali (iqalah) 
yakni pemindahan benda dengan benda seperti pada akad dalam jual 
beli. 
3. Kemudian akad ijarah dianggap berakhir apabila objek yang dijadikan 
dasar akad hancur atau mati (apabila makhluk hidup). 
4. Akad ijarah berakhir jika manfaat yang ditentukan telah terpenuhi.27 
5. Periode akad belum selesai namun pemberi sewa dan penyewa telah 
sepakat menghentikan akad ijarah. 
6. Penyewa tidak dapat membayar sewa.28 
G. Hak Dan Kewajiban Dalam Ijarah 
 Para pihak yang melaksanakan transaksi ijarah memiliki hak dan 
kewajiban yang hatus dilaksanakan, antara lain: 
1. Pemberi sewa memiliki kewajiban untuk menyediakan barang sewaan 
dan menjamin apabila timbul kecacatan terhadap barang yang akan di sewa. 
Dalam penyediaan aset ini, pemberi sewa dapat membuat, membeli, atau 
menyewa baraang yang akan disewakan. Jika terdapat kecacatan terhadap 
barang sewaan maka pemberi sewa akan memberikan opsi kepada penyewa 
untuk membatalkan akad atau dapat pula mengurangi pembayaran dari sewa 
yang sedang berlangsung. 
2. Penyewa berkewajiban untuk menjaga barang yang sedang disewa dan 
berkewajiban untuk membayar sewa. Para ulama sepakat bahwa aset yang 
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sedang disewa adalah sebuah amanah yang harus dijaga. Namun apabila terdapat 
kerusakan saat proses penyewaan berlangsung maka penyewa tidak berhak 
untuk mengganti rugi karena ia tidak dianggap sebagai penjamin dari aset yang 
disewa itu, karena ketika penyewa diizinkan oleh pemberi sewa untuk 
menggunakan aset yang disewa maka ia tidak dianggap sebagai penjamin.  
3. Berkaitan dengan pemeliharaan terhadap aset yang disewa, kedua belah 
pihak dapat menyepakati hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai 
dengan kebiasaan dalam masyarakat.  
H. Upah  
1. Pengertian Upah 
 Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), upah adalah uang dan 
sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga 
yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.
29
 
 Menurut pasal 1 angka 30 UU Ketenagakerjaan, menerangkan bahwa 
upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang 
sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh, yang 
telah ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan suatu perjanjian kerja, kesepakatan 
atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya 
tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas pekerjaan dan/atau jasa yang 
telah atau akan dilakukannya.
30
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 Upah merupakan hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan 
dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemilik usaha atau yang memberi 
pekerjaan kepada buruh atau pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan 
perjanjian kerja, kesepakatan, maupun peraturan perundang-undangan termasuk 
tunjangan bagi para pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu jasa dan /atau 
pekerjaan yang telah maupun akan dilakukan.
31
 
Dalam Islam, besaran upah ditetapkan berdasarkan kesepakatan dari 
pengusaha dan pekerja. Kedua belah pihak tersebut memiliki kesamaan hak untuk 
menetapkan jumlah upah serta bebas menetapkan syarat dan bagaimana cara 
pembayaran upah tersebut. Dengan satu syarat harus ada saling rela dan tidak 
merugikan salah satu pihak manapun.
32
 
Upah dalam agama Islam dikenal dengan istilah ujrah al-Amah. Menurut 
ulama Syafi’iyah dan Hanabilah adanya sebuah upah itu tergantung pada adanya 
akad. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah upah dimiliki 
berdasarkan akad itu sendiri tetapi diberikan sedikit demi sedikit tergantung pada 
kebutuhan aqid. Kewajiban upah didasarkan pada tiga perkara, yaitu: 
a. Mensyaratkan upah untuk dipercepat dalam zat akad. 
b. Mempercepat tanpa adanya syarat. 
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c. Dengan membayar kemanfaatan sedikit demi sedikit. Jika dua orang 




Upah merupakan sesuatu yang sangat penting bagi pekerja, olehnya itu 
pengusaha tidak boleh menunda-nunda dalam proses pembayaran upah tersebut. 
Upah atau ujrah dalam Islam terbagi menjadi dua jenis, yaitu: 
a. Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yakni mempekerjakan 
jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. 
Dimana pihak yang mempekerjakan disebut mustajir, pihak pekerja 
disebut sebagai ajir, dan upah disebut ujrah.  
b. Ijarah yang berhubungan dengan sewa berupa aset atau properti 
adalah memindahkan hak untuk memakai dari aset tertentu kepada 




2. Sistem Upah 
 Sistem upah dibedakan atas tiga macam yaitu upah borongan, upah 
waktu dan upah premi. Masing-masing dalam sitem tersebut akan mempengaruhi 
prestasi seseorang, yakni: 
a. Upah borongan, yaitu upah yang diberikan sesuai dengan perjanjian 
antara pekerja dan pemberi kerja tanpa memperhatikan lamnya 
waktu kerja. Upah borongan tersebut biasanya membuat para pekerja 
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agar secepatnya menyelesaikan pekerjaannya agar segera dapat 
mengerjakan pekerjaan borongan lainnya. 
b. Upah waktu, yakni upah yang diberikan berdasarkan lamanya waktu 
kerja. Sistem ini cenderung membuat para pekerja untuk 
memperlama waktu kerja dengan harapan membuat upah yang 
semakin banyak pula. 
c. Upah premi, merupakan upah yang diberikan dengan memperhatikan 
produktivitas dan prestasi pekerja.
35
 
3. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian upah 
Berikut ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para 
pemberi kerja saat akan membayarkan upah pekerjanya, yakni: 
a. Kelayakan upah 
  Penetapan upah bagi para pekerja harus berlandaskan 
keadilan, dan memperhatikan berbagai aspek kehidupan, sehingga 
menurut pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima 
upah lebih terwujud. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS al-
Nisa/4:135.  
َاَ ٚ َ  ٍَ ْٚ َبِبَْنقِْسِطَُشََٓذاَ بََُّٚٓبَانَِّز ٍَ ْٛ اَِي َّٕ اَقَ ُٕ َُ ْٕ اَُك ْٕ ََِيُُ
ََءِِلّ 
َعه   ْٕ نَ َٔ ََِٔ َْفُِسُكْىَاَ َٗاَ
ََٕ ٍََاْن ْٛ اْْلَْقَشبِ َٔ َ ٍِ ْٚ اَنَِذ  
Terjemahnya:  
“wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak 
keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap 
dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu.”
36
 
                                                             
35
 Ken Suratiyah, Ilmu Usaha Tani (Cet. I; Jakarta Timur: Penebar Swadaya, 2015), h. 26. 
36




b. Adil bagi kedua belah pihak 
  Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, Islam 
sangat menganjurkan pemberian upah secara adil. Oleh karena itu, 
Islam menetapkan pilihan untuk membatalkan akad apabila terbukti 
terdapat penipuan di dalam proses pengupahannya. Agar tidak terjadi 
hal-hal yang zalim bagi para pekerja dalam bentuk apapun.  
  Selain itu pekerja juga tidak boleh meminta bayaran di luar 
batas kemampuan perusahaan untuk membayarnya. Jika terjadi hal 
yang demikian akan melanggar konsep keadilan pengupahan. Karena 
jangan sampai dengan meminta bayaran yang lebih tinggi akan 
menzalimi perusahaan. 
c. Tidak menunda-nunda pembayaran 
  Pengusaha (musta’jir) memiliki kewajiban untuk 
membayar upah kepada buruh yang telah menyelesaikan 
pekerjaannya. Islam juga menganjurkan untuk mempercepat 
pembayaran upah disaat pekerjaan itu sudah selesai dan sesuai 
harapan atau telah berakhir sesuai dengan perjanjian, tidak boleh 
ditunda. Dalam Islam keterlambatan dalam pembayaran upah secara 
sewenang-wenang itu sangat dilarang, kecuali keterlambatan tersebut 
sudah diatur dalam sebuah akad.
37
 
4. Cara mengupah pekerja  
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 Menetapkan upah yang adil bagi seorang buruh yang sesuai dengan 
kehendak syariah bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Dalam menetapkan 
sebuah upah, seorang pengusaha tidak harus bertindak kejam terhadap kelompok 
pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari mereka. Upah yang diberikan 
sebaiknya tidak merugikan satu pihak manapun. Oleh sebab itu dalam 
menentukan jumlah upah yang akan diberikan kepada pekerja maka seorang 
pengusaha harus mempertimbangkan segala aspek yang akan terjadi.  
Cara mengupah pekerja yang sesuai dengan prinsip syariat Islam adalah 
sebagai berikut: 
a. Tepat waktu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang telah 
berakad. 
b. Telah dijelaskan sebelumnya besarnya upah yang akan diterima sebelum 
melaksaakan sebuah pekerjaan. 




I. Hak Menerima Upah 
 Ketika kita menyatakan bahwa seorang atau setiap manusia adalah 
subjek hukum, hal ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki hak dan 
kewajiban. Begitupun dalam pergaulan dan interaksi di dalam masyarakat pasti 
akan bersentuhan dengan hak dan kewajiban tersebut. Sama halnya bagi seorang 
pekerja yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan setiap tugas yang telah 
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ditetapkan untuknya, dan mereka memiliki hak menerima upah atau gaji dari 
pekerjaan yang telah dilakukannya.
39
 
  Ijarah merupakan suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran 
upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan tersebut. Dalam hal pemberian upah 
ini harus ada itikad baik dari pemilik usaha untuk membayarkan upah buruh 
tersebut. Itikad baik tersebut adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan 
perjanjian yang harus sesuai dengan norma kepatutan dan kesusilaan.
40
 Dalam 
al-Qur’an yang berkaitan dengan penentuan upah terdapat dalam firman Allah 
surah QS al-Nahl/16:90.  
اِْٚتَبَ  َٔ َ ٌِ ْحَسبَ اْْلِ َٔ َهللاَََٚأُْيُشبِبَْنَعْذِلَ ٌَّ َٓ ِئَِرَٖاَْنقُْشبَ اِ ُْ َٚ َٔ َٗ
َاَْنفَْحَشبَ  ٍِ َُْكِشَََٗع ًُ اَْن َٔ ِءَ
َۚ ِٙ بَْغ
اَنْ ٌََََٔ ْٔ ُش َِٚعظُُكْىَنََعهَُّكْىَتََزَكَّ  
Terjemahnya: 
“sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang 
(melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi 




  Dalam konsep ijarah atas tenaga manusia maka fikih mengatur dengan 
ujrah (upah), penetapan upah harus berlandaskan dua hal berikut ini: 
1. Upah tersebut harus berupa harta yang diketahui dan harus dinyatakan 
secara jelas, sebab akan mengandung unsur jihalah (ketidakjelasan) 
hal tersebut sudah menjadi kesepakatan ulama. Akan tetapi ulama 
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Malikiyah menetapkan kepastian ijarah tersebut sepanjang ukuran 
upah yang ditetapkan dapat diketahui berdasarkan ada kebiasaan. 
2. Upah harus berbeda dengan jenis objeknya, atau dengan kata lain kita 
tidak boleh membayar pekerjaan seseorang dengan pekerjaan yang 
serupa, seperti pelayan dengan pelayanan. Menurut Hanafi hukumnya 
tidak sah dan hal tersebut dapat menjurus pada praktek riba.
42
 
  Sengketa adalah perselisihan atau pertentangan yang terjadi antara 
pihak yang satu dengan pihak yang lain berkaitan dengan hak yang bernilai, baik 
berupa benda maupun uang.
43
 Islam telah menawarkan sebuah penyelesaian 
yang sangat baik atas masalah upah dan menyelesaikannya. Dimana upah harus 
ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. 
Upah ditentukan berdasarkan jenis dan tenaga yang dikeluarkan dari pekerjaan 
tersebut. Hal itu merupakan asas pemberian upah sebagaimana dalam firman 
Allah swt QS al-Ahqaf/46:19. 
ََدََسجَ  نُِكمِّ اََۚٔ ْٕ هُ ًِ بََع ًَّ ٌٌَََتَيِّ ْٕ ًُ ُْْىََْلَُْٚظهَ َٔ بَنَُْٓىَ ًَ َُْٓىَاَْع فِّٛ َٕ نُِٛ َٔ  
Terjemahnya: 
"Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah 
mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, 
dan mereka tidak dirugikan."
44
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 Apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak maka dapat 
diselesaikan melalui jalur musyawarah yang dapat melibatkan para pemimpin 
ataupun aparat desa serta masyarakat sekitar. Dimana kita mengetahui bahwa 
musyawarah adalah salah satu cara yang dianjurkan dalam Islam untuk 
menyelesaikan sengketa sekaligus merupakan perintah Allah yang disampaikan 
kepada Nabi sebagai salah satu landasan syariah yang harus tetap ditegakkan.
45
 
 Upah berhak diterima dengan syarat: 
1. Pekerjaan telah selesai, jika akadnya atas jasa maka wajib membayarkan 
upahnya saat jasa tersebut telah selesai dikerjakan. 
2. Mendapat manfaat, jika ijarah dalam bentuk barang. Apabila terdapat 
kerusakan pada barang tersebut sebelum dimanfaatkan dan masih belum 
ada selang waktu, maka akad tersebut dianggap batal. 
3. Mempercepat pembayaran upah, dimana upah tersebut harus dibayarkan 
sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak seperti dengan hal 
penangguhan pembayaran.  
Perlindungan terhaadap pekerja/buruh merupakan norma dalam hukum 
publik yang bertujuan untuk mengatur keadaan perburuhan di perusahaan. Juga 
termasuk segala hal yang mempengaruhi dan mengancam keamanan dan 
kesehatan kerja dan kesejahteraan buruh dalam menjalankan pekerjaan.
46
 Nabi 
saw mengajak para umatnya untuk selalu bersabar, sehingga suatu saat diserahi 
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A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian lapangan (field research) deskripsi kualitatif. Penelitian kualitatif 
merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan tujuan 
menafsirkan fenomena yang terjadi dan berusaha untuk menemukan dan 
menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan serta dampak yang akan 
diperoleh dari tindakan yang dilakukan tersebut.
1
 
2. Lokasi penelitian 
Berdasarkan jenis penelitian di atas yang menggunakan penelitian 
kualitatif atau biasa disebut penelitian lapangan, maka penelitian ini akan 
dilakukan di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. 
B. Pendekatan Penelitian 
 Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
yuridis sosiologis dan pendekatan normatif. Yuridis sosiologis adalah 
pendekatan yang dilakukan dengan mengamati gejala dan fakta yang ada 
dilapangan. Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang 
                                                             
1
 Albi Anggito dan Johan Setiawan, metodologi Penelitian Kualitatif (Jawa Barat, CV 
Jejak, 2018), h. 7.  
37 
 
memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan langsung dari Tuhan 
tanpa ada penalaran pemikiran makhluk lain.
2
 
C. Sumber Data 
 Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis data yang disajikan sebagai 
sumber data, yakni data primer dan data sekunder. 
1. Data primer 
Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian 
perorangan, kelompok maupun organisasi. Pada dasarnya data primer 
dianggap lebih baik dari data sekunder. Hal ini dikarenakan data data 
primer lebih bersifat terperinci dari pada data sekunder. Dalam hal ini 
data sekunder diperoleh dari lapangan/lokasi penelitian, yakni dari hasil 
wawancara kepada para responden.  
2. Data sekunder 
Data sekunder adalah bahan data yang berisikan informasi yang 
menjelaskan dan membahas tentang data primer. Sumber data sekunder 
yang dipakai oleh peneliti adalah bebrapa sumber yang yang berkaitan 
dengan penelitian yang penulis lakukan, seperti dari al-Qur’an, hadis, 




D. Metode Pengumpulan Data 
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 Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar 
untuk memperoleh data yang diperlukan. Dimana pengumpulan data dilakukan 
guna memperoleh informasi yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan 
penelitian. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian yaitu: 
1. Observasi atau pengamatan 
Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan 
perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan semua panca indera guna 
mendapatkan suatu data. Instrument yang digunakan dalam observasi dapat 
berupa pedoman pengamatan, tes, kusioner, rekaman gambar dan juga rekaman 
suara.  
2. Interview atau wawancara 
Interview merupakan bentuk dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk 
memperoleh informasi dari seorang responder. Dalam pelaksanaanya, interview 
dapat dilakukan secara bebas yang artinya peneliti bebas menanyakan apa saja 
kepada responder tanpa harus membawa lembar pedoman. Dengan syarat 





Dokumentasi adalah salah satu pengumpulan data dengan melihat atau 
menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain 
tentang subjek. Data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah orang lain atau 
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suatu lembaga, dengan kata lain datanya sudah jadi dan disebut sebagai data 
sekunder.  
E. Instrumen Penelitian 
 Instrumen penelitian adalah sebuah alat yang digunakan untuk 
mengambil, mengumpulkan, dan memproses data yang sesuai dengan penelitian 
ini. Oleh karena itu, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 
peneliti sendiri, pedoman wawancara yang digunakan sebagai landasan untuk 
memperoleh data dari informan, pedoman observasi, handphone yang 
digunakan sebagai alat perekam dan juga sebagai pengambil gambar, dan juga 
notebook untuk mencatat hasil wawancara. 
F. Tekhnik Pengolahan dan Analisi Data 
1. Tekhnik pengolahan 
Editing adalah kegiatan untuk memeriksa data mentah yang telah 
dikumpulkan, dengan melengkapi data yang kurang atau kosong, memperbaiki 
kesalahan atau kekurang jelasan dari pencatat data, memeriksa konsistensi data 
sesuai dengan yang diinginkan, memeriksa keseragaman hasil pengukuran dan 
memeriksa reliabilitas data seperti membuang data-data yang ekstrim. 
2. Analisis Data 
Analisis data adalah proses pengklasifikasian, pengkategorian, 
penyusunan dan elaborasi, sehingga data yang sudah terkumpul dapat diberikan 
kesimpulan untuk menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan guna 




G. Pengujian Keabsahan Data 
 Pengecekan keabsahan data ini dilakukan dengan cara 
membandingkan berbagai dokumen, observasi dan mencari informasi dari 
berbagai pihak yang terlibat. Pengecekan keabsahan data dilakukan karena 






PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Lokasi penelitian 
1. Deskripsi Wilayah Penelitian 
Desa Romanglasa merupakan satu dari 14 desa dan kelurahan yang ada 
di kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Asal 
nama kampung Romanglasa secara etimologi berasal dari dua suku kata yang 
berbeda yakni romang dan lasa. Romang bermakna rumpun, hutan, atau kebun, 
sedangkan lasa bermakna langsat. Sehingga Romanglasa dapat diartikan sebagai 
rumpun langsat. Tidak terdapat bukti pendukung sejak kapan hutan langsat di 
Romanglasa itu hilang. Para masyarakat setempat hanya mempercayai bahwa 
pemberian nama pada kampung ini karena disana pernah terdapat hutan langsat.  
Desa Romanglasa berbatasan dengan: 
a. Pada bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan 
Kecamatan Bajeng Barat. 
b.  Pada bagian timur berbatasan dengan Bontobiraeng Selatan dan 
Bontobiraeng,  
c. Pada bagian selatan berbatasan dengan Kalebarembeng,  
d. Sedangkan pada bagian utara berbatasan dengan Bajeng.  
Jumlah penduduk di Desa Romanglasa pada tahun 2018 sebanyak 2.626 
jiwa dari 772 KK (kartu keluarga) dengan luas wilayah 1,33 km
2
. Berjarak sekitar 
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18,5 Km kearah selatan dari ibu kota Kabupaten Gowa atau dapat ditempuh 
dengan perjalanan darat kurang lebih 45 menit dari Kota Makassar.
1
 
Di Desa Romanglasa terdapat 5 Dusun yakni, Dusun Borong Rappoa, 
Dusun Bontosallang, Dusun Tanete, Dusun Makkiobori, dan Dusun Ballaparang. 
Setiap Dusun memiliki jumlah masyarakat yang berbeda-beda, berikut rincian 
data kependudukan masyarakat di Desa Romanglasa: 
Tabel 1. Data Jumlah Penduduk Desa Romanglasa 
No  Nama Dusun Jumlah KK Jumlah Jiwa 
1. Borong Rappoa 167 504 
2. Bontosallang  216 818 
3. Tanete  119 409 
4. Makkiobori  129 433 
5. Ballaparang  141 462 
Jumlah  772 2.626  
Sumber: profil Desa Romanglasa Tahun 2018 
Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk 
tertinggi berada di Dusun Bontosallang yang mencapai sekitar 818 jiwa. Dusun 
Bontosallang juga terkenal sebagai kampung KB Desa Romanglasa. Semua hal 
yang berhubungan dengan ibu dan anak seperti posyandu berada di Dusun 
Bontosallang. Dusun Tanete merupakan Dusun dengan jumlah penduduk paling 
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2. Kelompok Penduduk Berdasarkan Umur 
Kelompok penduduk menurut umur dapat memberikan gambaran jumlah 
penduduk usia produktif dan yang usia non produktif pada suatu daerah. Berikut 
adalah tabel jumlah penduduk di Desa Romanglasa berdasarkan kelompok umur 
penduduknya, yakni: 
Tabel 2. Kelompok penduduk berdasarkan umur 
No.  Umur (Th) Jumlah jiwa 
1. 0-4 175 
2. 5-9 231 
3. 10-14 209 
4. 15-19 245 
5. 20-24 245 
6. 25-29 250 
7. 30-34 191 
8. 35-39 196 
9. 40-44 193 
10. 45-49 195 
11. 50-54 142 
12. 55-59 110 
13. 60-64 95 
14. 65-69 59 
15. 70-74 25 
17. 75+ 65 
Jumlah  2.626 
Sumber: profil Desa Romanglasa Tahun 2018 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk 
terbesar berada pada kelompok usia 25-29 tahun dengan jumlah penduduk 
mencapai 250 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil berada pada kelompok 






3. Tingkat Pendidikan 
Berikut ini adalah data tingkat pendidikan di Desa Romanglasa baik yang 
masih dalam proses pendidikan maupun yang sudah lulus, yakni: 





1.  Tidak/belum sekolah 841 
2.  Belum tamat SD 321 
3.  Tamat SD 699 
4.  SLTP 381 
5.  SLTA 335 
6.  D1 dan D2 4 
7.  D3 11 
8.  S1 32 
9.  S2 2 
10.  S3 0 
Total 2.626 
  Sumber: profil Desa Romanglasa Tahun 2018 
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah masyarakat yang 
tidak sedang mengenyam bangku pendidikan berada ditingkat yang paling atas 
dengan jumlah 841 jiwa. Disusul yang sudah tamat SD yang mencapai 699 jiwa, 
kemudian pada tingkat SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) dengan 381 
jiwa dan tingkat SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) mencapai 335 jiwa. Pada 
tingkat perguruan tinggi jumlah datanya lebih rendah, D1-D3 berjumlah 15 jiwa 
sedangkan yang berada di tingkat S1 dan S2 masing-masing berjumlah 32 dan 2 
jiwa. 
4. Mata pencaharian 
Di desa Romanglasa padi dan batu merah merupakan mata pencaharian 




merupakan dataran rendah yang memiliki banyak sawah. Selain itu terdapat juga 
masyarakat yang berprofesi sebagai PNS, TNI dan juga wiraswasta. Untuk lebih 
jelasnya berikut ini disajikan tabel yang memuat data-data mata pencaharian 
masyarakat Desa Romanglasa, yakni: 
Tabel 4. Mata pencaharian Desa Romanglasa 
No. Status Pekerjaan Jumlah 
1. Belum/tidak bekerja 459 
2. Pembuat batu bata 435 
3. Aparatur pejabat negara 18 
4. Tenaga pengajar 2 
5. wiraswasta 238 
6. Petani dan peternakan 453 
7. nelayan 4 
8. Pelajar dan mahasiswa 351 
9. Tenaga kesehatan 6 
Total 1.966 
       Sumber: profil Desa Romanglasa Tahun 2018 
 Dari data diatas dapat dilihat bahwa penduduk Desa Romanglasa memiliki 
berbagai pekerjaan sebagai mata pencaharian. Jumlah penduduk yang bekerja 
mencapai 1.525 jiwa dengan mata pencaharian terbesar pada bidang pertanian dan 
peternakan dengan jumlah mencapai 453 jiwa. Pembuat batu bata di Desa 
Romangsala mencapai 435 jiwa, dan menjadi salah satu pekerjaan yang paling 
banyak dilakukan oleh masyrakat di Desa Romanglasa. Itulah sebabnya usaha 
batu merah tidak dapat lepas dari masyarakat Desa Romanglasa. 
5. Sarana dan Prasarana 




Pendidikan merupakan salah satu sarana yang dapat menjadi tolak 
ukur kemampuan sumber daya manusia dalam suatu daerah. Pendidikan 
dapat dikatakan berjalan dengan baik jika terdapat sarana dan prasarana 
yang memadai seperti bangunan sekolah, tenaga pengajar, buku serta faktor 
lainnya yang menunjang. Di Desa Romanglasa ini terdapat 1 PAUD, 1 
taman kanak-kanak, dan 2 SD Negeri. Di Desa Romanglasa ini belum 
terdapat sekolah tingkat pertama (SMP) dan sekolah tingkat akhir (SMA). 
Itulah sebabnya anak-anak yang masih mengenyam bangku sekolah harus 
berjalan jauh ke Desa tetangga agar mereka dapat melanjutkan pendidikan 
mereka. 
b. Kesehatan 
Salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia 
adalah kesehatan. Dengan memiliki kondisi tubuh yang sehat dan kuat akan 
mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Sarana 
kesehatan yang memadai sangat dibutuhkan agar mempermudah masyarakat 
dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Di Desa Romanglasa terdapat 1 
Posyandu, dan 1 klinik perawatan gigi.  
c. Tempat ibadah 
Ibadah merupakan salah satu jalan bagi manusia agar dapat 
terhubung dengan Tuhan Yang Maha Esa. Saat beribadah manusia harus 
berada di tempat yang tenang dan jauh dari hiruk pikuk dunia. Itulah 
sebabnya diperlukan tempat ibadah khusus sehingga saat beribadah dapat 




Islam oleh karenanya disana terdapat 3 Masjid dan 1 Mushollah yang dapat 
digunakan oleh masyarakat saat beribadah. 
 
d. Transportasi dan komunikasi 
Sarana transportasi dan komunikasi dalam suatu wilayah erat 
kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan wilayah tersebut. Sarana 
transportasi dan komunikasi di Desa Romanglasa bisa dikatakan sudah 
sangat baik. Hampir seluruh jalan disekitar perkampungan sudah beraspal 
sehingga memudahkan masyarakat saat bepergian. Di Desa Romanglasa ini 
tidak terdapat angkutan umum karena mayoritas masyarakatnya memiliki 
kendaraan pribadi, seperti motor dan mobil. Sarana komunikasi juga sudah 
sangat maju, sebagian masyarakatnya menggunakan handphone untuk 
berkomunikasi dengan orang yang jauh. 
e. Perdagangan 
Perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dapat 
menunjang kehidupan manusia. Salah satu sarana perdangan yang paling 
umum digunakan adalah pasar. Pemasaran hasil produksi batu bata di Desa 
Romanglasa dilakukan dengan cara mengangkut sendiri batu bata yang 
dimiliki menggunakan mobil pick up maupun truk menuju langsung 
ketempat pembeli. Biasa juga pembeli yang langsung datang ketempat 
percetakan batu bata sehingga pembeli dapat mengetahui langsung kualitas 




Semua sarana tersebut menjadi penunjang bagi masyarakat di Desa 
Romanglasa dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, baik dalam hal pendidikan, 
kesehatan, ibadah maupun dalam kegiatan perdagangan.  
B. Sistem Upah Buruh Cetak Batu Bata di Desa Romanglasa Kecamatan 
Bontonompo Kabupaten Gowa 
Setiap manusia yang hidup di dunia ini tidak dapat bertahan jika harus 
hidup dan bekerja sendiri. Maka dari itu harus ada bantuan dari orang lain agar 
setiap pekerjaan yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik. Sama halnya dalam 
kegiatan percetakan batu bata yang berada di Desa Romanglasa. Masyarakat 
Romanglasa mempekerjakan seseorang untuk menjadi buruh cetak batu bata dan 
akan diberikan upah sesuai dengan jumlah batu yang dicetak. 
Percetakan batu bata merupakan suatu jenis usaha yang cukup mampu 
bertahan dari berbagai keadaan ekonomi. Usaha ini cukup potensial untuk 
dikembangkan, disamping pemasarannya yang relatif mudah proses 
pembuatannya juga tidak terlalu rumit, hanya membutuhkan modal dan usaha dari 
para pekerja dan pemilik usaha.  
Kegiatan mempekerjakan seseorang dalam percetakan batu bata ini 
sudah dilakukan sejak tahun 2015 dan manfaatnya sudah dirasakan oleh 
masyarakat di Desa Romanglasa tersebut. Sebagaimana Hasnita menuturkan: 




karena saya dapat membeli barang kebutuhan hidup sehari-hari dan juga saya 





Manfaat lain yang di dapat saat bekerja menjadi buruh cetak, yakni: 
1. Dapat memaksimalkan waktu yang dimiliki untuk bekerja setelah 
menyelesaikan urusan rumah tangga. 
2. Meningkatkan kesehatan, dengan banyak bergerak tubuh akan merasa lebih 
segar dan sehat sehingga tidak mudah terserang penyakit. 
3. Menjalin silaturahmi sesama pekerja. 
Sebelum pekerjaan dimulai, terlebih dahulu pemilik usaha akan 
melakukan perjanjian dengan pekerja. Dalam perjanjian tersebut terdapat 
beberapa hal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yakni: 
1. Pekerjaan akan dimulai dari pagi sampai siang hari dan akan dilanjutkan pada 
sore hari sampai menjelang malam. 
2. Dalam pemberian upah, pemilik usaha memberikan dua pilihan yakni: 
a. Upah akan diberikan setiap pekerja telah selesai bekerja. 
b. Upah akan diberikan setelah batu terjual. 
3. Jika dalam proses pencetakan terjadi kecacatan dengan batu yang dicetak, 
maka upah akan dikurangi sesuai dengan jumlah batu yang rusak. 
4. Harga jual batu baik tinggi maupun rendah tidak akan mempengaruhi upah 
yang telah ditetapkan. 
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5. Kerjasama dianggap berakhir jika: 
a. Pemilik usaha memberhentikan semua proses pengerjaan. 
b. Pekerja berhenti sendiri dari pekerjaannya. 
Perjanjian kerja yang dilakukan oleh kedua belah pihak hanya 
dinyatakan secara lisan tanpa melalui perjanjian dengan kontrak tertulis. Para 
pihak yang terlibat mendasarkan kesepakatannya pada rasa saling percaya antara 
satu sama lain. Itulah mengapa kontrak kerja secara tertulis tidak diperlukan 
dalam perjanjian kerja ini. Iskandar mengatakan: “karena kami masih keluarga 
maka kami sudah percaya satu sama lain sehingga kontrak kerja secara tertulis itu 
sudah tidak diperlukan. Saat mereka datang dan mengatakan ingin bekerja maka 
mereka akan dapat langsung bekerja tanpa harus menandatangani surat apapun.”
3
 
Akad pengupahan buruh cetak batu bata di Desa Romanglasa dilakukan 
dengan menghitung jumlah batu yang dicetak dalam satu kali bekerja. Tidak ada 
perubahan dengan upah yang diberikan semuanya dihitung sama rata sesuai 
dengan harga yang ditetapkan dari awal. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Dini: 
“batu yang mereka cetak tersedia dalam dua ukuran yakni batu kecil dan batu 
besar. Upah yang diberikan sesuai dengan ukuran batu yang dicetak. Untuk batu 
kecil setiap cetakannya dihargai Rp25/buah (dua puluh lima rupiah per buah) 
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Berikut perhitungan upah yang disajikan sesuai dengan keterangan 
yang diberikan oleh pemilik usaha: 
1. Batu ukuran kecil 
Jika buruh bekerja pada pagi hari dan mencetak 1.500 buah batu maka 
akan dikalikan dengan harga Rp25 Rupiah, jadi: 
1.500 X Rp25 = Rp37.500 (Tiga Puluh Tujuh Lima Ratus Rupiah). 
Maka buruh akan mendapatkan Rp37.500 untuk kerja pada pagi hari. 
Kemudian jika pekerjaan dilanjutkan pada sore hari maka akan 
diakumulasikan dengan pekerjaan dipagi hari. Jika pada sore hari buruh 
dapat mencetak batu kecil sebanyak 1.700 buah batu bata maka: 
1.700 X Rp25 = Rp42.500 (Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), 
jadi upah yang akan diterima dalam satu hari kerja pada hari tersebut 
sebanyak: 
Rp37.500 + Rp42.500 = Rp80.000 (Delapan puluh ribu rupiah). 
Maka upah yang akan diterima buruh tersebut sebesar Rp80.000 (Delapan 
Puluh Ribu Rupiah) selama satu hari kerja dan akan bertambah jika hasil 
cetakan yang didapat semakin banyak juga. 
2. Batu ukuran besar 
Perhitungannya tidak jauh berbeda dengan batu ukuran yang ukurannya 
kecil, perbedaannya hanya terletak pada jumlah harga batu besar yang 
lebih tinggi daripada harga dari batu kecil. Jika batu kecil itu perbuahnya 
dihargai Rp25 maka untuk batu besar dihargai Rp50 perbuahnya. Jika 




1.500 X Rp50 = Rp75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah). Kemudian 
jika dilanjutkan pada sore hari dan mendapatkan 1.700 buah batu bata 
maka akan menjadi: 
1.700 X Rp50 = Rp85.000 (Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah). Jika 
diakumulasikan dengan pendapatan di pagi hari, maka buruh akan 
mendapatkan upah sebanyak: 
 Rp75.000 + Rp85.000 = Rp160.000 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah). 
Jadi, buruh akan mendapatkan upah sebanyak Rp160.000 dalam satu hari 
kerja pada hari tersebut. 
Harga dari batu besar lebih tinggi dari pada batu ukuran kecil, hal itu 
dikarenakan ukuran dan beratnya beda. Dimana untuk batu ukuran yang besar 
membutuhkan tenaga yang lebih untuk mencetaknya maka dari itu harganya juga 
lebih tinggi. Meski upah yang diterapkan berbeda dari setiap ukuran batu yang 
dicetak, tetapi kedua belah pihak telah menyetujui ketentuan pengupahan tersebut 
tanpa ada paksaan dari pihak manapun.  
Upah yang diberikan kepada para buruh sesuai dengan jumlah batu 
yang dapat dicetak. Semakin banyak jumlah batu yang dicetak maka upah yang 
didapatkan juga akan semakin besar. Maka dari itu para buruh akan bekerja dari 
pagi sampai sore hari bahkan ada yang bekerja sampai malam hari guna 
mendapatkan upah yang lebih besar. Sebagaimana Ibu Salma menuturkan: 
“biasanya saya bekerja dari pagi sampai malam hari, karena untuk mendapatkan 




ketersediaan tanah sebagai bahan utama dalam mencetak batu bata juga sangat 
mempengaruhi hasil cetakan yang akan saya dapatkan.”
5
 
Proses pembuatan batu bata bisa dikatakan cukup mudah bagi yang 
sudah terbiasa mengerjakannya. Berikut ini proses dalam pembuatan batu bata: 
a. Pertama-tama tanah yang menjadi bahan utama dalam pembuatan batu bata 
dihancurkan dengan cara diinjak ataupun dengan menggunakan traktor. 
Proses ini dilakukan sampai tanah dapat dibentuk dan dicetak. 
b. Setelah tanah sudah siap maka proses selanjutnya adalah pencetakan. Disini 
batu bata akan dicetak sesuai dengan ukuran cetakan yang ditetapkan oleh 
pemilik usaha. 
c. Setelah dicetak batu akan dijemur sampai setengah kering, kemudian setelah 
agak kering maka akan disusun dipinggir lapangan agar proses pengeringan 
menjadi lebih cepat dan merata. 
d. Saat batu sudah benar-benar kering maka batu akan langsung dibawa 
ketempat pembakaran. Proses pembakaran ini menggunakan kayu sebagai 
bahan untuk membakar batu. Pembakaran ini berlangsung selama 3-4 hari 
tergantung berapa banyak batu bata yang akan dibakar. 
e. Setelah proses pembakaran selesai maka batu akan ditunggu agar dingin 
terlebih dahulu sebelum dijual ke pembeli. 
Dalam pengerjaan pembuatan batu bata memang sangat panjang dan 
membutuhkan kesabaran serta ketekunan dalam proses pengerjaannya. Dalam 
pembuatan batu bata keadaan cuaca juga mempengaruhi, saat musim kemarau 
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tingkat produksi batu bata akan meningkat karena batu yang dicetak lebih cepat 
kering. Sebaliknya saat musim penghujan proses pembuatan batu bata akan 
terhambat, karena ketersediaan cahaya matahari yang kurang membuat batu bata 
tidak cepat kering.  
Biasanya upah akan langsung diminta oleh buruh saat pekerjaan telah 
selesai pada hari itu.  Ada juga yang akan meminta upahnya saat batu telah terjual. 
Hal ini dilakukan karena kebutuhan setiap buruh berbeda-beda, ada yang 
kebutuhannya tidak dapat ditunda dan ada juga yang bekerja karena berniat 
membeli suatu barang yang membutuhkan uang yang besar. Maka dari itu buruh 
akan menyimpan upahnya sampai mencapai harga barang yang diinginkan, 
Hasnita menuturkan: “Saat saya selesai bekerja saya akan langsung meminta upah 
kepada pemilik usaha. Saya menggunakannya untuk membeli keperluan dapur 
dan membayar cicilan-cicilan perabot rumah tangga. Ada kalanya juga saya akan 
menyimpan dulu upah saya dan akan saya minta saat jumlahnya sudah sesuai 
dengan harga barang yang akan saya beli.”
6
 
Saat pekerja meminta upahnya, terkadang pemilik usaha tidak 
memberikan upah yang diminta oleh buruh. Biasanya upah yang diminta tersebut 
akan diberikan setelah beberapa hari berlalu. Dalam keadaan upah yang tidak 
diberikan para pekerja akan berhutang ke tetangga atau ke warung guna 
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memenuhi kebutuhan hidup, Sahreni menuturkan: “Saya akan berhutang ke 
tetangga dan warung jika upah yang saya minta tidak diberikan.”
7
 
Buruh yang meminta upahnya setelah batu terjual biasanya tidak 
menerima seluruh upah yang seharusnya didapat. Hal ini dikarenakan adanya 
kendala yang dihadapi oleh pemilik usaha sehingga tidak dapat memberikan 
keseluruhan dari upah yang seharusnya diterima oleh pekerjanya. Sebagaimana 
yang dituturkan oleh Bapak Iskandar: “terkadang saya tidak dapat memberikan 
semua upah yang harus diterima oleh pekerja saya karena hasil dari penjualan 
batu tersebut belum sepenuhnya saya terima dari pembeli. Olehnya itu, saya tidak 
dapat memberikan semua upah yang seharusnya didapatkan oleh pekerja saya.”
8
 
Meski demikian pekerja dapat mengerti dan menerima permasalahan yang 
dihadapi oleh atasannya, sehingga pekerja dapat memaklumi jika tidak menerima 
upah secara penuh. 
Pernyataan dari Bapak Iskandar tersebut dibenarkan oleh Bapak 
Syahrul selaku pembeli dari batu bata tersebut yang mengatakan: “saat saya telah 
selesai mengantarkan batu kepada pemesan, uang dari hasil penjualan batu bata 
akan segera saya berikan kepada pemilik batu jika orang yang memesan batu bata 
juga langsung memberikan uangnya kepada saya, namun terkadang oang yang 
memesan akan membayar setelah semua batu yang dipesan sudah diantarkan.”
9
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Dalam melakukan sebuah pekerjaan tidak semuanya akan berjalan 
sesuai dengan yang diinginkan. Ada saja hal yang dapat menghambat bahkan 
merugikan pihak yang sedang bekerja. Sama halnya dalam usaha percetakan batu 
bata ini. Saat proses pencetakan berlangsung terkadang ada batu yang tidak 
sempurna, seperti ada batu yang patah sampai tidak bisa disatukan kembali atau 
ada juga yang tidak sengaja tertindih dengan batu yang lain.  
Saat terjadi hal demikian, pemilik usaha akan mengurangi upah yang 
akan diterima oleh buruh. Tetapi hal tersebut tidak akan langsung dilakukan tanpa 
ada perhitungan terlebih dahulu. Pemilik usaha akan menghitung keseluruhan dari 
batu yang dicetak oleh buruh baik yang masih bagus maupun yang sudah rusak. 
Kemudian akan dikurangi sesuai jumlah batu yang rusak, hasil akhir dari 
perhitungan itulah yang akan menjadi upah yang diterima oleh buruh. Hal itu 
sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Iskandar: “ketika ada batu yang 
rusak saya akan mengurangi dari jumlah keseluruhan batu yang mereka dapat. 
Hasil dari pengurangan itulah yang akan menjadi upah dari pekerja saya.”
10
 
Perhitungan yang demikian tidak akan merugikan pihak manapun. Jika 
batu yang rusak tersebut tetap dihitung maka pemilik usaha akan mengalami 
kerugian, karena batu tersebut sudah tidak bisa dijual. Dan para buruh menerima 
hasil perhitungan tersebut, karena sadar bahwa itu semua adalah kelalaian yang 
tanpa sengaja dilakukan oleh buruh saat bekerja. 
Dalam usaha percetakan batu bata ini perjanjian kerjasama akan 
berakhir jika salah satu pihak yang ada didalamnya memutuskan untuk 
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mengakhirinya. Karena tidak ada paksaan didalamnya maka siapapun dapat 
memutusakan kerjasama tanpa harus membayar ganti rugi. Sebagaimana yang 
dituturkan oleh Ibu Dini: “dalam kerjasama ini saya dapat mengakhirinya tanpa 
harus memberikan ganti rugi kepada buruh saya, sebaliknya buruh saya dapat 
berhenti bekerja sesuai dengan keinginannya.”
11
 Hal itu juga telah sesuai dengan 
akad perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. 
C. Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Upah Buruh Cetak Batu 
Bata Di Desa Romanglasa 
Kegiatan bermuamalah itu harusnya dilakukan dengan prinsip keadilan 
dan kejujuran. Bersifat adil dan jujur merupakan suatu hal yang harus dipegang 
teguh agar semua pihak yang terlibat didalamnya dapat terhindar dari 
kemudaratan yang dapat merugikan salah satu pihak. Olehnya itu, Islam 
memberikan batasan-batasan yang harus dijaga oleh manusia agar tidak terjadi 
kesalahan dimasa mendatang. Dengan demikian manusia dapat bertindak sesuai 
dengan norma-norma yang ada dan telah ditetapkan dalam Islam agar tidak 
menimbulkan kecurangan dan kebatilan. 
Dalam fikih muamalah praktek pengupahan tidak dilarang bahkan 
dianjurkan selama tidak merugikan kedua belah pihak. Hal-hal yang terdapat 
dalam fikih muamalah sangatlah fleksibel dan dapat mengikuti perkebangan 
zaman. Hal ini menunjukkan sesuatu yang sifatnya baru akan selalu memiliki 
pertimbangan tersendiri.  
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Setiap sistem pengupahan perlu diperhatikan keseimbangan dan 
produktivitas saat bekerja, dimana kebutuhan pekerja dan kemampuan perusahaan 
harus seimbang. Islam juga sangat mengedepankan produktivitas saat bekerja 
karena akan menjadi tolak ukur yang akan menggambarkan bagaimana 
kemampuan seseorang dalam mengoptimalkan pekerjaan yang ia lakukan.  
Dalam fikih muamalah praktik ijarah tidak dilarang bahkan dianjurkan 
agar terjadi hubungan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. 
Itulah sebabnya saling bekerja sama dan bersikap adil dapat memupuk 
persaudaraan menjadi lebih erat. Tidak berbuat curang dan memberikan hak yang 
dimiliki oleh seseorang secara penuh adalah salah satu perbuatan yang dianjurkan 
dalam Islam.  
Seseorang yang akan melakukan akad ijarah harus mengikuti semua 
yang telah disyari‟atkan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah akad 
tersebut dapat dikatakan sah atau tidak, olehnya itu setiap orang yang ingin 
melaksanakan akad ijarah harus memenuhi semua rukun dan syarat yang ada di 
dalamnya. Terdapat empat hal yang harus dipenuhi agar suatu akad ijarah dapat 
dikatakan sah yakni terdapat „aqidain, shigat, ujrah, dan manfaat barang.  
Berdasarkan analisis dalam fikih muamalah, penerapan upah di Desa    
Romanglasa sudah sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi semua 
rukun dalam ijarah. Adapun dalam praktek pengupahan buruh cetak batu bata di 
Desa Romanglasa telah terdapat rukun dan syarat diantaranya, ‘aqidain yakni dua 
pihak yang berakad, yaitu mu’ajir dan musta’jir. Dan telah memenuhi semua yang 




sehingga dapat membedakan antara yang baik dan buruk, serta telah cakap hukum 
dan mampu mengurus semua hak yang diberikan kepadanya.  
Rukun ijarah selanjutnya yang telah terpenuhi yakni objek ijarah. 
Dalam setiap transaksi harus diketahui terlebih dahulu jenis pekerjaan yang akan 
dikerjakan serta batas waktu dari pekerjaan tersebut akan berlangsung. Terkait 
dengan objek akad ini, praktek pengupahan buruh cetak batu bata di Desa 
Romanglasa telah dilaksaanakan dengan ketentuan yang jelas dan terang. Jenis 
pekerjaan, jangka waktu, serta upah yang akan didapatkan telah dijelaskan dan 
disepakati oleh kedua belah pihak sebelum pekerjaan dimulai.  
Dalam setiap perjanjian harus menggunakan Ijab Kabul, baik yang 
disampaikan melalui lisan maupun tulisan dengan pengucapan yang jelas dan 
dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Pelaksaanaan upah buruh cetak batu 
bata di Desa Romanglasa dilakukan dengan ucapan, dimana kedua belah pihak 
akan bertemu dan membahas semua hal yang berkaitan dengan kerjasama yang 
akan berjalan diantara keduanya. Dan keduanya harus mematuhi semua janji yang 
telah disepakati bersama, sebagaimana firman Allah swt dalam QS al-Maidah/5: 1 
berikut ini: 
ٰۤا ٰۤي  ٰۤ ٍَ َياٰۤيُتْه ٰٰۤۤاٰۤاَْوفُْىاٰۤبِانُْعقُْىِدَٰۤۗيُُْى ٰۤاَيُّهَاٰۤانَِّذْي تُٰۤاْْلَََْعاِوٰۤاِْلَّ ًَ َعهَْيُكْىٰۤىٰۤاُِٰۤحهَّْتٰۤنَُكْىٰۤبَِهيْ
َْتُْىُٰۤحُزٌوَٰۤۗغْيزَٰۤ ْيِدَٰۤواَ ٰۤهللاَٰۤيَْحُكُىَٰۤياٰۤيُِزْيدُُٰٰۤۤيِحهِّىٰۤانصَّ ٌَّ اِ  
Terjemahnya: 
“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak 
dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak 








Dalam praktek pengupahan di Desa Romanglasa, para pihak yang 
melakukan kesepakatan perjanjian telah disertai adanya kejelasan dari upah yang 
akan diterima. Dalam praktek pengupahan buruh cetak batu bata di Desa 
Romanglasa telah diketahui berapa upah yang akan diterima oleh pekerja setiap 
selesai bekerja. Dan perjanjian yang dilaksanakan di Desa Romanglasa 
berdasarkan prinsip kekeluargaan, dimana di dalamnya terdapat sikap saling 
percaya dan kerelaan atas semua kebijakan yang diputuskan bersama. 
Tidak ditemukan unsur pemaksaan dalam praktek pengupahan buruh 
cetak batu bata di Desa Romanglasa. Setiap pihak yang terlibat di dalamnya telah 
menyetujui setiap aturan yang dibuat sebelum akad berlangsung. Meskipun 
terkadang muncul rasa ketidak ikhlasan dari pekerja karena upah yang didapatkan 
biasanya tidak tepat waktu, namun para pekerja tetap rela dengan hal tersebut. 
Sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah swt Q.S al-Nisa/4:29 berikut 
ini: 
َٰۤءاَيُُىاَْٰۤلٰۤتَأُْكهُى ٰۤأَيُّهَاٰۤي  ٰۤ ٍَ ٰۤبَْيَُُكْىٰۤبِاْنب ٰٰۤۤنَُكىْٰۤاٰۤأَْيى ٰۤانَِّذي
ٰۤتِج ِٰٰۤۤطِمٰۤإِْلَّ  ٌَ ٰۤتَُكى ٌْ ٰۤأَ ٍْ َزةًَٰۤع
ُُْكْىٰۤۚ َْفَُسُكْىَٰۤۚوَْلٰۤتَْقتُهُى ٰٰۤۤتََزاٍضِٰۤي ٰۤبُِكىْٰٰۤۤاٰۤأَ ٌَ ٰۤهللاََٰۤكا ٌَّ اٰۤإِ ً َرِحي  
Terjemahnya: 
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesama dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan 
yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah 
kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”
13
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Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwa kesepakatan dan 
kerelaan dari kedua belah pihak menjadi dasar penting dari terbentuknya sebuah 
kerjasama. Sebuah akad dapat dikatakan sah apabila terdapat kerelaan dari 
keduanya, tidak ada rasa keterpaksaan ataupun merasa telah dibohongi.  
Rukun ketiga yang telah terpenuhi yaitu adanya pembayaran upah dari 
pekerjaan yang telah selesai dilakukan. Upah tersebut dibayarkan oleh pemilik 
usaha atas selesainya suatu pekerjaan. Dalam praktek pengupahan buruh cetak 
batu bata di Desa Romanglasa, upah yang diberikan berupa uang dan dihitung 
berdasarkan jumlah batu yang dicetak oleh pekerja setiap selesai bekerja. Dari hal 
ini juga terlihat adanya manfaat yang dirasakan oleh kedua belah pihak, yakni 
pihak buruh yang mendapatkan manfaat berupa upah dari hasil kerjanya sebagai 
pencetak batu bata, kemudian pemilik usaha yang mendapatkan manfaat berupa 
hasil cetak batu bata yang dikerjakan oleh pekerjanya. 
Memberikan imbalan kepada seorang pekerja setelah menyelesaikan 
pekerjaannya merupakan sebuah prinsip yang disyariatkan dalam Islam, 
sebagaimana dalam sebuah Hadis dijelaskan bahwa: 
اٰۤ ًَ ُْهُ َزَرِضَيٰۤهللاَُٰۤع ًَ ُٰۤع ٍِ ٰۤاْب ٍِ َِّٰۤوَسهََّى:َٰۤوَع قَاَل:ٰۤقَاَلَٰۤرُسْىُلٰۤهللاَِٰۤصهَّىٰۤهللاَُٰۤعهَْي
َٰۤعَزقُُّٰۤ  أَْعطُْىاأَْْلَِجْيَزأَْجَزُِٰۤقَبَْمٰۤأٌَٰۤيَِجفَّ
Artinya:  
“Dari Ibnu Umar r.a ia berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: berikanlah 
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 Muhammad ibn Yazid Abu Abd Allah al-Qazwiniyy, Sunan Ibnu Majah (Beirut: Dar 




Berdasarkan hadits tersebut sudah jelas bahwa upah seharusnya 
diberikan setelah pekerja telah selesai dalam pekerjaannya. Penyaluran upah 
buruh cetak batu bata di Desa Romanglasa ditetapkan dalam dua waktu 
pembayaran, yaitu setelah pekerja menyelesaikan pekerjaannya dalam satu hari 
kerja, dan juga setelah batu bata terjual. Berdasarkan hukum Islam penetapan akad 
pembayaran tersebut talah sesuai dengan rukun yang ada kerena waktu 
pembayaran sudah jelas dan pasti, serta telah disepakati oleh kedua belah pihak.  
Di dalam perjanjian, pihak pekerja akan mendapatkan upah berupa uang 
yang dihitung berdasarkan jumlah batu yang dicetak dan setiap upah yang didapat 
jumlahnya akan berbeda karena disesuaikan dengan jumlah batu dan ukuran batu 
yang dicetak. Harga perbuah setiap batu yang dicetak juga telah ditentukan, yakni 
untuk batu ukuran kecil akan dihargai Rp25 (Dua Puluh Lima Rupiah), sedangkan 
untuk batu bata ukuran besar dihargai sebesar Rp50 (Lima Puluh Rupiah). Dengan 
begitu penentuan upah dalam praktek pengupahan buruh cetak batu bata di Desa 
Romanglasa telah sesuai dengan rukun dan syarat yang ada karena jumlah dari 
upah yang akan ditema oleh pekerja telah jelas dan tidak ada peubahan 
didalamnya. 
Penerapan upah buruh cetak batu bata di Desa Romanglasa Kecamatan 
Bontonompo telah sesuai dan diperbolehkan menurut hukum Islam, meskipun di 
dalam prakteknya sering terdapat keterlambatan pembayaran upah namun semua 
pihak yang terlibat telah menerima semua perjanjian yang telah disepakati 
sebelum akad berlangsung. Hal ini didasarkan pada prinsip kebersamaan dan 











Dari pembahasan diatas terdapat beberapa kesimpulan yang dapat 
diambil yakni: 
1. Sistem pengupahan buruh cetak batu bata di Desa Romanglasa dihitung 
berdasarkan jumlah batu bata yang dapat dicetak oleh buruh. Dengan 
perjanjian upah akan diberikan saat pekerjaan telah selesai dan juga pada 
saat batu bata telah terjual. Upah akan diberikan setelah pekerjaan telah 
selesai dalam satu hari kerja dan bisa juga diambil setelah batu bata sudah 
terjual.  
2. Berdasarkan analisis dalam fikih muamalah maka praktek upah mengupah 
dalam percetakan batu bata di Desa Romanglasa kecamatan Bontonompo 
telah sah dan diperbolehkan menurut hukum Islam karena telah memenuhi 
semua rukun dan syarat dalam akad ijarah. Meskipun terdapat 
keterlambatan dalam pembayaran upah, hal tersebut tidak membuat sistem 
pengupahan ini tidak sah. Dengan adanya prinsip kebersamaan dan 
kerelaan dari kedua belah pihak membuat sistem pengupahan buruh cetak 
batu bata di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa 





B. Implikasi penelitian 
Berdasarkan uraian diatas penulis memberikan masukan atau saran 
untuk menjadi bahan pertimbangan: 
1. Praktek upah mengupah percetakan batu bata di Desa Romanglasa telah 
sesuai dengan ketentuan syara’, olehnya itu setiap pihak yang ada 
didalamnya harus memegang semua janji yang telah disepakati. 
2. Sebaiknya pemilik usaha telah menyediakan upah yang diperuntukkan 
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